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Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi
mengadili pengadilan tata usaha negara (PFTUN) mengalami perluasan kompetens absolut yang sangat
signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara
(KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimanaimplikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca
berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige
overheidsdaad antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara. Jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta
putusan pengadilan yang bersifat inkracht van gewijsde yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang
dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwaimplikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha
negara terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige
overheidsdaad) pasca berlakunya UU AP adalah meliputi tindakan administrasi pemerintahan termasuk
tindakan faktual yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dan benang merah
titik singgung kompetensi mengadili antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara terhadap
sengketa onrechtmatige overheidsdaad adal ah walaupun suatu tindakan administrasi pemerintahan sama-
sama dilakukan oleh subjek hukumnya badan dan/atau pejabat pemerintahan tetap harus dilihat terlebih
dahulu sumber atau dasar dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan tersebut.

...... After the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the
competence to adjudicate at the State Administrative Court (PTUN) experienced avery significant
expansion of absolute competence. The authority to adjudicate the object of the disputeis not only in the
form of state administrative decisions (KTUN) but also includes factual actions of government bodies and/or
officias. The problem in this research is what are the implications of expanding the competence to
adjudicate state administrative courts after the enactment of the AP Law and what are the points of contact
for competence to adjudicate on-rechtmatige overheidsdaad disputes between the general court and the state
administrative court. This type of research is normative juridical legal research by examining legal
principles, statutory regulations and inkracht van gewijsde court decisions related to the legal issues
discussed. The results of the research show that the implications of expanding the competency to adjudicate
state administrative courts regarding unlawful acts by government bodies and/or officials (onrechtmatige
overheidsdaad) after the enactment of the AP Law are to include government administration actions
including factual actions carried out by government administration bodies and/or officials and The common
thread that touches on the competency to adjudicate between the genera judiciary and the state
administrative judiciary regarding disputes on rechtmatige overheidsdaad is that even though a government
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administrative action is equally carried out by the legal subject, government bodies and/or officials must
first look at the source or basis for carrying out the government administrative action.



